
  

 

 

WALIKOTA TERNATE 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA TERNATE 

NOMOR       24    TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KOTA TERNATE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  TERNATE, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak 
reklame, telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Reklame Kota Ternate (Berita Daerah 
Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Reklame Kota Ternate (Berita Daerah 
Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 469); 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan regulasi 
yang mengatur ketentuan terkait pajak daerah, serta dalam 
rangka penataan urusan pemerintahan yang mencakup 
kewenangan dalam pemungutan pakjak reklame, maka 
Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kota 
Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 
240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita 
Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 469), perlu 
diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kota Ternate; 
 
 

 



Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3824);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate 
Tahun 2011 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran 
Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 130); 

11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita 
Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 240), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Ternate Tahun 6 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita 
Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 469);  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 6 TAHUN 
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK REKLAME KOTA TERNATE. 

 
Pasal  I 

 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Reklame Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 
Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kota Ternate 
(Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 469), diubah 
sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

Dalam  Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Ternate. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan 

Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 



3. Walikota adalah walikota Ternate. 
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 
Ternate. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah Kota Ternate. 

6. Dihapus. 
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 

tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

8. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah Tim Teknis yang 
berada pada Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang bertugas 
untuk menertibkan, menyegel dan membongkar Reklame 
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 
Reklame. 

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang 
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 
komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatin umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat 
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 
oleh umum baik dipajang didalam ruangan (indoor) 
maupun luar ruangan (outdoor). 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisani lainnya, lembaga 
dan bentuk lainnya termasuk kontak Investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 



Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kota Ternate 
 
 
 

Ditetapkan di Ternate 
        pada tanggal  25 Juli 2022 
 

WALIKOTA TERNATE, 
 

TTD 
 

M. TAUHID SOLEMAN 
  

                          
Diundangkan di Ternate 
pada tanggal  26 Juli 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, 

 TTD 

     JUSUF SUNYA 
 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022  NOMOR  490 
 
         
   

 
       


